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ABSTRAK 

Nelly Dahlia, 2023. Hambatan Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten 

Bojonegoro. Tesis Magister Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Sunan Ampel Surabaya 

 

Kata Kunci: Perundang-undangan, Pengarusutamaan Gender, Perempuan dan 

Anak 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

dua rumusan masalah (1) Bagaimana dinamika prosedur dalam pembentukan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan 

Anak di Kabupaten Bojonegoro, (2) Bagaimana hambatan dalam pembentukan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Perlindungan Perempuan dan 

Anak di Kabupaten Bojonegoro. Pada rumusan masalah yang pertama dianalisis 

menggunakan teori perundang-undangan  Maria Farida Indarti sebagai tolak ukur 

sejauh mana proses dalam pembuatan peraturan daerah tersebut. Kemudian rumusan 

masalah yang kedua yang dianalisis menggunakan Konsep Pengarusutamaan 

Gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Ilmu Hukum Empiris dengan 

pendekatan sosiological juriprudence. 

Hasil penelitiaan ini menunjukkan bahwa Perda insiatif DPRD tentang 

penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro 

mengalami dinamika yang panjang sejak tahun 2017 yang dimana pada tahap 

pembahasan terdapat kepentingan-kepentingan tiap kelompok, diantaranya: 

penolakan dari organisasi masyarakat sipil karena Kabupaten Bojonegoro sudah 

memiliki perda tentang pelayanan perempuan dan anak, DP3AKB selaku 

pelaksana kebijakan meminta agar perda tersebut dibagi menjadi 3 perda lagi. 

Faktor-faktor penghambat dalam pembentukam raperda tersebut berasal dari 

internal, yaitu: Adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait, 

anggaran yang kurang memadai. Dan faktor eksternal yaitu: Benturan 

wewenang antara instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang 

yang tidak jelas dan sistematis. 
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ABSTRACT 

Nelly Dahlia, 2023. Obstacles in the Formation of Draft Regional Regulations 

Concerning the Implementation of Protection for Women and Children in 

Bojonegoro Regency. Master's Thesis in Constitutional Law, Postgraduate Program, 

Sunan Ampel State University, Surabaya 

 

Keywords: Legislation, Gender Mainstreaming, Women and Children 

 

The aim of this research is to analyze and describe two problem 

formulations (1) What are the dynamics of procedures in the formation of draft 

Regional Regulations concerning the Implementation of Protection of Women and 

Children in Bojonegoro Regency, (2) What are the obstacles in the formation of draft 

Regional Regulations concerning the Implementation of Protection of Women and 

Children in the Regency? Bojonegoro. In the first problem formulation, it is 

analyzed using Maria Farida Indarti's legislative theory as a benchmark for the extent 

of the process in making regional regulations. Then the second problem formulation 

was analyzed using the Gender Mainstreaming Concept with 7 prerequisites for 

implementing PUG. The research method used in this research is the Empirical 

Legal Science method with a sociological juriprudence approach. 

The results of this research show that the DPRD's initiative regional 

regulation regarding the implementation of the protection of women and children in 

Bojonegoro Regency has experienced a long dynamic since 2017, where at the 

discussion stage there were interests of each group, including: rejection from civil 

society organizations because Bojonegoro Regency already had a regional regulation 

regarding services for women and children, DP3AKB as the policy implementer 

requested that the regional regulation be divided into 3 more regional regulations. 

The inhibiting factors in the formation of the draft regional regulation come from 

internal, namely: The existence of sectoral egos from each relevant agency, 

inadequate budget. And external factors, namely: Conflicts of authority between 

government agencies due to unclear and systematic division of authority. 
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